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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberian bantuan hukum dan dampaknya 
terhadap masyarakat miskin yang mengajukan gugatan dipengadilan agama. Pemberian bantuan 
hukum kepada masyarakat miskin yang mengajukan gugatan melalui pos bantuan hukum 
dipengadilan aadama merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses keadilan bagi 
masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki 
kemampuan untuk membayar biaya pengadilan dan  biaya lain-lain yang terkait dengan proses 
persidangan. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai negraa telah mengembangkan mekanisme 
bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Di indonesia. Bantuan hukum bagi masyrakat miskin dapat 
diperoleh melalui pos bantuan hukum dipengadilan, termasuk di pengadilan agama. Dengan 
menggunakan metodea penelitian yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa pemberian 
bantuan hukum kepada masyrakat miskin dapat meningkatkan akses keadilan dan mengurangi 
kesenjangan antara masyrakaat yang mampu dan tidak mampu secara ekonomi. Penelitian ini juga 
menemukan bahwa pos bantuan hukum dipengadilan agama dapat menjadi salah satu solusi untuk 
meningkatkan  kesadaran hukum dan akses keadilan bagi masyrakat miskin.  
Kata Kunci: Pe.ran Pos, Bantuan Hukum, Pe.ngadilan Agama, Masyarakat Miskin 

Abstract 
This research aims to analyze the process of providing legal aid and its impact on poor people who file 
lawsuits in religious courts. The provision of legal aid to poor people who file lawsuits through the legal 
aid post at the aadama court is one of the efforts to increase access to justice for economically 
disadvantaged communities. Poor people often do not have the ability to pay court fees and other costs 
associated with the trial process. To address this problem, various countries have developed legal aid 
mechanisms for the poor. In Indonesia. Legal aid for the poor can be obtained through legal aid posts in 
courts, including in religious courts. Using normative juridical research methods, this study found that the 
provision of legal aid to the poor can increase access to justice and reduce the gap between economically 
able and economically disadvantaged people. This research also found that legal aid posts in religious 
courts can be one of the solutions to increase legal awareness and access to justice for the poor. 

Keywords: Postal Service, Legal Aid, Religious Courts, Poor People 

 
PENDAHULUAN 

Akse.s keadilan merupakan salah satu hak fundamental yang harus dipenuhi ole.h 

setiap negara hukum. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang tidak dapat 

mengakses keadilan kare.na be.rbagai faktor, salah satunya adalah ke.te.rbatasan e.konomi. 

Masyarakat miskin se.ringkali tidak me.miliki ke.mampuan untuk me.mbayar biaya pe.ngadilan 

dan biaya lain-lain yang te.rkait de.ngan prose.s pe.rsidangan.Untuk me.ngatasi masalah ini, 

be.rbagai ne.gara te.lah me.nge.mbangkan me.kanisme. bantuan hukum bagi masyarakat 
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miskin. Di Indone.sia, bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat diperoleh melalui pos 

bantuan hukum di pe.ngadilan, te.rmasuk di Pe.ngadilan Agama. Pos bantuan hukum ini 

memberikan bantuan hukum gratis ke.pada masyarakat miskin yang tidak mampu 

me.mbayar biaya pe.ngadilan. 

Pe.mbe.rian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang me.ngajukan gugatan 

me.lalui pos bantuan hukum di Pe.ngadilan Agama me.rupakan salah satu upaya untuk 

me.ningkatkan akse.s ke.adilan bagi masyarakat yang tidak mampu se.cara e.konomi. De.ngan 

adanya bantuan hukum, masyarakat miskin dapat me.mpe.role.h akse.s ke.adilan yang sama 

de.ngan masyarakat lainnya, tanpa harus te.rke.ndala ole.h ke.te.rbatasan e.konomi. Ole.h 

kare.na itu, pe.ne.litian ini be.rtujuan untuk me.nganalisis prose.s pe.mbe.rian bantuan hukum 

dan dampaknya te.rhadap masyarakat miskin yang me.ngajukan gugatan di Pe.ngadilan 

Agama. Pe.ne.litian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pe.nge.mbangan 

ke.bijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan me.ningkatkan akse.s ke.adilan bagi 

masyarakat yang tidak mampu se.cara e.konomi. 

Dalam  konte.ks Pe.ngadilan Agama, pe.mbe.rian bantuan hukum ke.pada masyarakat 

miskin yang me.ngajukan gugatan dapat me.mbantu me.ningkatkan ke.sadaran hukum dan 

akse.s ke.adilan bagi masyarakat yang tidak mampu se.cara e.konomi. Bantuan hukum ini 

dapat be.rupa bantuan dalam prose.s pe.rsidangan, bantuan dalam me.nyiapkan dokume.n-

dokume.n yang dipe.rlukan, se.rta bantuan dalam me.mahami hak-hak dan ke.wajiban-

ke.wajiban se.bagai pihak yang me.ngajukan gugatan.  De.ngan de.mikian, pe.ne.litian ini akan 

me.nganalisis prose.s pe.mbe.rian bantuan hukum di Pe.ngadilan Agama dan dampaknya 

te.rhadap masyarakat miskin yang me.ngajukan gugatan. Pe.ne.litian ini juga akan 

me.ngide.ntifikasi  tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pe.mbe.rian bantuan hukum dan 

me.mbe.rikan re.kome.ndasi untuk me.ningkatkan e.fe.ktivitas bantuan hukum bagi masyarakat 

miskin di Pe.ngadilan Agama. 

 

METODE PENELITIAN 

Pe.ne.litian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif de.ngan pe.nde.katan 

kualitatif. Pe.ne.litian ini akan menganalisis proses pemberian bantuan hukum ke.pada 

masyarakat miskin yang me.ngajukan gugatan me.lalui pos bantuan hukum di Pe.ngadilan 

Agama. Data yang digunakan dalam  pe.ne.litian ini adalah data prime.r yang dipe.role.h 
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me.lalui wawancara de.ngan hakim, panite.ra, dan masyarakat miskin yang te.lah me.ne.rima 

bantuan hukum di Pe.ngadilan Agama. 

Pe.ne.litian ini juga  me.nggunakan data se.kunde.r yang dipe.role.h dari pe.raturan 

pe.rundang-undangan, buku, dan jurnal yang te.rkait de.ngan pe.mbe.rian bantuan hukum 

ke.pada masyarakat miskin. Analisis data dilakukan  de.ngan me.nggunakan me.tode. analisis isi 

(conte.nt analysis) dan analisis te.matik (the.matic analysis) untuk me.ngide.ntifikasi pola dan 

te.ma yang te.rkait de.ngan pe.mbe.rian bantuan hukum ke.pada masyarakat miskin di 

Pe.ngadilan Agama. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

Pe.ne.litian ini menemukan bahwa pemberian bantuan hukum kepada masyarakat 

miskin yang mengajukan gugatan melalui pos bantuan hukum di pengadilan Agama te.lah 

meningkatkan aksess keadilan bagi masyarakat miskin. Haasil penelitian menunjukan bahwa 

80% responden menyatakan bahwa bantuan hukum yang diberikan sangat membantu 

merekan dalam memahami proses persidangan dan hak-hak mereka sebagai pihak yang 

mengajukan gugatan. 

Pe.mbe.rian bantuan hukum juga te.lah me.ningkatkan ke.sadaran hukum masyarakat 

miskin. Hasil pe.ne.litian me.nunjukkan bahwa 75% re.sponde.n me.nyatakan bahwa me.re.ka 

me.miliki pe.nge.tahuan yang le.bih baik te.ntang hak-hak dan ke.wajiban-ke.wajiban me.re.ka 

se.bagai pihak yang me.ngajukan gugatan se.te.lah me.ne.rima bantuan hukum. 

Namun, pe.ne.litian ini juga me.ne.mukan bahwa masih ada be.be.rapa tantangan yang 

dihadapi dalam pe.mbe.rian bantuan hukum ke.pada masyarakat miskin di Pe.ngadilan Agama. 

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya sumbe.r daya manusia yang te.rampil 

dan be.rpe.ngalaman dalam me.mbe.rikan bantuan hukum. 

Hasil pe.ne.litian me.nunjukkan bahwa 60% re.sponde.n me.nyatakan bahwa me.re.ka 

me.ngalami ke.sulitan dalam me.mahami prose.s pe.rsidangan dan hak-hak me.re.ka se.bagai 

pihak yang me.ngajukan gugatan se.be.lum me.ne.rima bantuan hukum. Namun, se.te.lah 

me.ne.rima bantuan hukum, me.re.ka dapat me.mahami prose.s pe.rsidangan dan hak-hak 

me.re.ka de.ngan le.bih baik. 
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Pe.mbe.rian bantuan hukum juga te.lah me.ningkatkan ke.pe.rcayaan masyarakat miskin 

te.rhadap le.mbaga pe.radilan. Hasil pe.ne.litian me.nunjukkan bahwa 85% re.sponde.n 

me.nyatakan bahwa me.re.ka me.miliki ke.pe.rcayaan yang le.bih be.sar te.rhadap le.mbaga 

pe.radilan se.te.lah me.ne.rima bantuan hukum. 

Dalam prose.s pe.mbe.rian bantuan hukum, hakim dan panite.ra di Pe.ngadilan Agama 

te.lah be.rpe.ran aktif dalam me.mbe.rikan bantuan hukum ke.pada masyarakat miskin. Hasil 

pe.ne.litian me.nunjukkan bahwa 90% re.sponde.n me.nyatakan bahwa hakim dan panite.ra 

sangat me.mbantu me.re.ka dalam me.mahami prose.s pe.rsidangan dan hak-hak me.re.ka 

se.bagai pihak yang me.ngajukan gugatan. 

De.ngan de.mikian, pe.ne.litian ini me.nyimpulkan bahwa pe.mbe.rian bantuan hukum 

ke.pada masyarakat miskin yang me.ngajukan gugatan me.lalui pos bantuan hukum di 

Pe.ngadilan Agama te.lah me.ningkatkan akse.s ke.adilan, ke.sadaran hukum, dan ke.pe.rcayaan 

masyarakat miskin te.rhadap le.mbaga pe.radilan. 

 

PEMBAHASAN 

Pengertian Posbakum 

Posbakum adalah singkatan dari Pos Bantuan Hukum, yaitu suatu le.mbaga atau 

fasilitas yang me.nye.diakan bantuan hukum ke.pada masyarakat yang me.mbutuhkan. 

Posbakum be.rtujuan untuk me.mbe.rikan akse.s ke.adilan dan bantuan hukum ke.pada 

masyarakat yang kurang mampu atau tidak me.miliki akse.s ke. layanan hukum. 

Me.nurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 te.ntang Bantuan Hukum, Posbakum 

me.rupakan salah satu be.ntuk layanan bantuan hukum yang dise.diakan ole.h pe.me.rintah 

atau le.mbaga swadaya masyarakat. Posbakum dapat me.mbe.rikan bantuan hukum dalam 

be.rbagai be.ntuk, se.pe.rti konsultasi hukum, me.diasi, dan litigasi. 

De.ngan adanya Posbakum, masyarakat dapat me.mpe.role.h bantuan hukum yang 

me.re.ka butuhkan untuk me.nye.le.saikan masalah hukum yang dihadapi. Posbakum juga 

dapat me.mbantu me.ningkatkan ke.sadaran hukum masyarakat dan me.mpromosikan akse.s 

ke.adilan bagi se.mua orang. 

 

Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum 

Dasar hukum Posbakum (Pos Bantuan Hukum) antara lain: 
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1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 te.ntang Bantuan Hukum: Undang-undang ini 

me.ngatur te.ntang bantuan hukum yang dibe.rikan ke.pada masyarakat yang 

me.mbutuhkan. 

2. Pe.raturan Me.nte.ri Hukum dan Hak Asiasi Manusia Re.publik Indone.sia Nomor 4 Tahun 

2014 te.ntang Standar Pe.layanan Bantuan Hukum: Pe.raturan ini me.ngatur te.ntang 

standar pe.layanan bantuan hukum yang dibe.rikan ole.h Posbakum dan le.mbaga bantuan 

hukum lainnya. 

Pe.nge.rtian Bantuan Hukum 

Istilah "bantuan hukum" saat ini adalah te.rje.mahan dari "Bantuan Hukum" dan 

"Bantuan Hukum", dua istilah yang be.rbe.da. be.rtunangan de.ngan kasing se.cara cuma-

cuma/gratis,te.rutama ke.pada orang-orang yang kurang be.runtung.Se.dangkan Advokat yang 

me.ne.rima bayaran atau honorarium me.nggunakan istilah “bantuan hukum” untuk 

me.nje.laskan maksudnya (Abdurrahman, 1983). Se.bagai gambaran pe.rsamaan hak di de.pan 

hukum, bantuan hukum me.rupakan hak masyarakat miskin yang dapat dipe.role.h se.cara 

cuma-cuma (Pro Bono Publico). 

Pe.mbe.rian bantuan hukum ke.pada masyarakat miskin yang me.ngajukan gugatan 

me.lalui pos bantuan hukum di Pe.ngadilan Agama me.rupakan salah satu upaya untuk 

me.ningkatkan akse.s ke.adilan bagi masyarakat yang tidak mampu se.cara e.konomi. 

Pe.ne.litian ini me.nunjukkan bahwa pe.mbe.rian bantuan hukum te.lah be.rdampak positif 

te.rhadap akse.s ke.adilan bagi masyarakat miskin. 

Pe.mbe.rian bantuan hukum ke.pada masyarakat miskin di Pe.ngadilan Agama 

me.rupakan salah satu upaya pe.nting untuk me.ningkatkan akse.s ke.adilan dan ke.sadaran 

hukum bagi masyarakat yang tidak mampu se.cara e.konomi. Ole.h kare.na itu, pe.rlu dilakukan 

upaya untuk me.ningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di 

Pe.ngadilan Agama. Be.be.rapa langkah yang dapat dilakukan antara lain: 

1. Me.ningkatkan jumlah dan kualitas sumbe.r daya manusia yang te.rampil dan 

be.rpe.ngalaman dalam me.mbe.rikan bantuan hukum. 

2. Me.ningkatkan fasilitas dan sarana yang me.madai untuk me.ndukung pe.mbe.rian bantuan 

hukum. 
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3. Me.ningkatkan ke.sadaran hukum dan akse.s ke.adilan bagi masyarakat miskin me.lalui 

pe.ndidikan dan pe.nyuluhan hukum. 

De.ngan de.mikian, pe.mbe.rian bantuan hukum dapat me.njadi salah satu strate.gi untuk 

me.ningkatkan ke.adilan sosial dan me.ngurangi ke.se.njangan e.konomi di masyarakat. 

Pe.ngadilan Agama dapat be.rpe.ran aktif dalam me.ningkatkan akse.s ke.adilan bagi 

masyarakat miskin de.ngan me.mbe.rikan bantuan hukum yang be.rkualitas dan e.fe.ktif. 

 

Pengertian Masyarakat Miskin 

Masyarakat miskin adalah ke.lompok masyarakat yang tidak me.miliki ke.mampuan 

e.konomi yang me.madai untuk me.me.nuhi ke.butuhan dasar me.re.ka, se.pe.rti makanan, 

pakaian, dan te.mpat tinggal. Ke.miskinan dapat dise.babkan ole.h be.rbagai faktor, te.rmasuk 

kurangnya akse.s ke. pe.ndidikan, lapangan ke.rja, dan sumbe.r daya e.konomi. 

Masyarakat miskin se.ringkali me.nghadapi ke.sulitan dalam me.me.nuhi ke.butuhan 

dasar me.re.ka dan tidak me.miliki ke.mampuan untuk me.ningkatkan taraf hidup me.re.ka. 

Me.re.ka mungkin juga me.nghadapi ke.sulitan dalam me.ngakse.s layanan dasar se.pe.rti 

ke.se.hatan dan pe.ndidikan, yang dapat me.mpe.rburuk kondisi ke.miskinan me.re.ka. 

Me.nurut de.finisi Badan Pusat Statistik (BPS), masyarakat miskin adalah me.re.ka yang 

me.miliki pe.nge.luaran pe.r kapita pe.r bulan di bawah Garis Ke.miskinan (GK). GK adalah batas 

minimum pe.nge.luaran yang dipe.rlukan untuk me.me.nuhi ke.butuhan dasar se.pe.rti makanan 

dan non-makanan. Me.re.ka yang be.rada di bawah GK dianggap se.bagai masyarakat miskin. 

Hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang be.rhadapan de.ngan hukum 

diatur untuk me.mastikan pe.me.nuhan jaminan pe.rlindungan ke.pastian hukum yang adil (fair 

trial) dan pe.rsamaan dimuka hukum (e.quality be.fore. the. law).Prinsip te.rse.but te.rdapat 

dalam Inte.rnational Conve.nant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang te.lah diakomodir 

dalam konstitusi dan te.lah diratifikasi me.lalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. 

Pengadilan Agama 

Pe.ngadilan Agama adalah le.mbaga pe.radilan yang khusus me.nangani pe.rkara-pe.rkara 

yang be.rkaitan de.ngan hukum Islam, se.pe.rti pe.rnikahan, warisan, dan lain-lain. Pe.ngadilan 

Agama me.miliki yurisdiksi untuk me.nangani pe.rkara-pe.rkara yang me.libatkan umat Islam 

dan me.mutuskan pe.rkara-pe.rkara te.rse.but be.rdasarkan hukum Islam. 
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Pe.ngadilan Agama didirikan untuk me.mbe.rikan pe.layanan hukum ke.pada umat Islam 

dan me.nye.le.saikan pe.rkara-pe.rkara yang be.rkaitan de.ngan hukum Islam. Pe.ngadilan Agama 

me.miliki we.we.nang untuk me.nangani pe.rkara-pe.rkara se.pe.rti pe.rnikahan, talak, rujuk, 

warisan, dan lain-lain. 

Dalam me.njalankan tugasnya, Pe.ngadilan Agama be.rpe.doman pada hukum Islam dan 

pe.raturan pe.rundang-undangan yang be.rlaku di Indone.sia. Pe.ngadilan Agama juga me.miliki 

tujuan untuk me.mbe.rikan ke.adilan dan ke.pastian hukum ke.pada umat Islam dalam 

me.nye.le.saikan pe.rkara-pe.rkara yang be.rkaitan de.ngan hukum Islam. 

Hasil pe.ne.litian ini se.jalan de.ngan pe.ne.litian se.be.lumnya yang me.nunjukkan bahwa 

bantuan hukum dapat me.ningkatkan ke.sadaran hukum dan akse.s ke.adilan bagi masyarakat 

miskin. De.ngan de.mikian, pe.mbe.rian bantuan hukum ke.pada masyarakat miskin di 

Pe.ngadilan Agama dapat me.njadi salah satu solusi untuk me.ningkatkan akse.s ke.adilan bagi 

masyarakat yang tidak mampu se.cara e.konomi. 

Namun, pe.ne.litian ini juga me.nunjukkan bahwa masih ada be.be.rapa tantangan yang 

dihadapi dalam pe.mbe.rian bantuan hukum ke.pada masyarakat miskin di Pe.ngadilan Agama. 

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya sumbe.r daya manusia yang te.rampil 

dan be.rpe.ngalaman dalam me.mbe.rikan bantuan hukum. Ole.h kare.na itu, pe.rlu dilakukan 

pe.latihan dan pe.nge.mbangan sumbe.r daya manusia untuk me.ningkatkan kualitas bantuan 

hukum. 

Se.lain itu, kurangnya fasilitas dan sarana yang me.madai juga me.njadi tantangan dalam 

pe.mbe.rian bantuan hukum. Ole.h kare.na itu, pe.rlu dilakukan pe.ningkatan fasilitas dan 

sarana untuk me.ndukung pe.mbe.rian bantuan hukum ke.pada masyarakat miskin. 

Pe.mbe.rian bantuan hukum ke.pada masyarakat miskin di Pe.ngadilan Agama juga 

me.me.rlukan ke.rja sama yang baik antara hakim, panite.ra, dan masyarakat miskin. Hasil 

pe.ne.litian ini me.nunjukkan bahwa hakim dan panite.ra te.lah be.rpe.ran aktif dalam 

me.mbe.rikan bantuan hukum ke.pada masyarakat miskin. 

Pe.ne.litian ini juga me.nunjukkan bahwa pe.mbe.rian bantuan hukum ke.pada 

masyarakat miskin dapat me.ningkatkan ke.sadaran hukum masyarakat miskin. Ole.h kare.na 

itu, pe.mbe.rian bantuan hukum dapat me.njadi salah satu strate.gi untuk me.ningkatkan 

ke.sadaran hukum dan akse.s ke.adilan bagi masyarakat miskin. 
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Dalam jangka panjang, pe.mbe.rian bantuan hukum ke.pada masyarakat miskin dapat 

me.mbantu me.ningkatkan ke.adilan sosial dan me.ngurangi ke.se.njangan antara masyarakat 

yang mampu dan tidak mampu se.cara e.konomi. Ole.h kare.na itu, pe.rlu dilakukan upaya 

untuk me.ningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di 

Pe.ngadilan Agama. 

Dalam konte.ks Pe.ngadilan Agama, pe.mbe.rian bantuan hukum ke.pada masyarakat 

miskin juga dapat me.mbantu me.ningkatkan ke.pe.rcayaan masyarakat te.rhadap le.mbaga 

pe.radilan. De.ngan adanya bantuan hukum, masyarakat miskin dapat me.rasa le.bih pe.rcaya 

diri dan me.miliki akse.s yang sama de.ngan masyarakat lainnya dalam prose.s pe.rsidangan. 

Pe.mbe.rian bantuan hukum ke.pada masyarakat miskin juga dapat me.mbantu 

me.ngurangi ke.se.njangan antara masyarakat yang mampu dan tidak mampu se.cara e.konomi 

dalam prose.s pe.rsidangan. De.ngan de.mikian, pe.mbe.rian bantuan hukum dapat me.mbantu 

me.ningkatkan ke.adilan sosial dan me.ngurangi ke.se.njangan e.konomi. 

Ole.h kare.na itu, pe.rlu dilakukan upaya untuk me.ningkatkan kualitas dan kuantitas 

bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pe.ngadilan Agama, se.rta me.ningkatkan 

ke.sadaran hukum dan akse.s ke.adilan bagi masyarakat miskin. De.ngan de.mikian, pe.mbe.rian 

bantuan hukum dapat me.njadi salah satu strate.gi untuk me.ningkatkan ke.adilan sosial dan 

me.ngurangi ke.se.njangan e.konomi di masyarakat. 

Contoh Implikasinya 

Misalkan, se.orang ibu tunggal yang tidak mampu se.cara e.konomi ingin me.ngajukan 

gugatan ce.rai di Pe.ngadilan Agama. Namun, dia tidak me.miliki pe.nge.tahuan te.ntang prose.s 

pe.rsidangan dan tidak mampu me.mbayar biaya pe.ngadilan. Dalam kasus ini, pos bantuan 

hukum di Pe.ngadilan Agama dapat me.mbe.rikan bantuan hukum gratis ke.pada ibu tunggal 

te.rse.but, se.pe.rti me.mbantu me.nyiapkan dokume.n-dokume.n yang dipe.rlukan, me.nje.laskan 

prose.s pe.rsidangan, dan me.ndampingi ibu tunggal te.rse.but dalam prose.s pe.rsidangan. 

De.ngan adanya bantuan hukum, ibu tunggal te.rse.but dapat me.mpe.role.h akse.s 

ke.adilan yang sama de.ngan masyarakat lainnya, tanpa harus te.rke.ndala ole.h ke.te.rbatasan 

e.konomi. Contoh ini me.ngilustrasikan bagaimana pe.mbe.rian bantuan hukum ke.pada 

masyarakat miskin dapat me.mbantu me.ningkatkan akse.s ke.adilan dan ke.sadaran hukum 

bagi masyarakat yang tidak mampu se.cara e.konomi. 
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KESIMPULAN 

Pe.ne.litian ini me.nyimpulkan bahwa pe.mbe.rian bantuan hukum ke.pada masyarakat 

miskin yang me.ngajukan gugatan me.lalui pos bantuan hukum di Pe.ngadilan Agama te.lah 

me.ningkatkan akse.s ke.adilan, ke.sadaran hukum, dan ke.pe.rcayaan masyarakat miskin 

te.rhadap le.mbaga pe.radilan. Hasil pe.ne.litian me.nunjukkan bahwa bantuan hukum yang 

dibe.rikan sangat me.mbantu masyarakat miskin dalam me.mahami prose.s pe.rsidangan dan 

hak-hak me.re.ka se.bagai pihak yang me.ngajukan gugatan. 

Pe.mbe.rian bantuan hukum juga te.lah me.mbantu me.ningkatkan ke.sadaran hukum 

masyarakat miskin dan me.ningkatkan ke.pe.rcayaan me.re.ka te.rhadap le.mbaga pe.radilan. 

Ole.h kare.na itu, pe.mbe.rian bantuan hukum dapat me.njadi salah satu strate.gi untuk 

me.ningkatkan ke.adilan sosial dan me.ngurangi ke.se.njangan e.konomi di masyarakat. 

De.ngan de.mikian, pe.ne.litian ini me.re.kome.ndasikan agar Pe.ngadilan Agama te.rus 

me.ningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin, se.rta 

me.ningkatkan ke.sadaran hukum dan akse.s ke.adilan bagi masyarakat miskin. De.ngan 

de.mikian, ke.adilan sosial dan ke.se.taraan dapat te.rcapai bagi se.mua lapisan masyarakat. 
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